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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 avat () Undang-Undang Dasar Negara Republik
Incdonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nemor 19 Tahun 1957 lntang
Pembentukan  Daerah-daerah Swatantra Tingkat |
Sumatecra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1937 Nomor 73] scbagal
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonusia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387] sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahbun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4972,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 t(entang
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Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2009 rentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dagrah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang
Pengelolaan Keuangan Dacrah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan  investasi  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

. Peraturan Menrteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah
serta  Pelaksanasn dan  Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan
Pertangsungjawaban Penggunaan  Banluan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 6309

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447}

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

rtentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berila Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Daerah Provinst Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinst Riau Tahun 2003-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor ¢ Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor

12);
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24. Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi
Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali rterakhir
dengan Peraturan Dacrah Nemor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2020 Nomor 7);

25. Peraruran Daerah Provinsi Riau Nomor & Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Rlau Tahun 2016
Nomor 6);

CPeraturan Daeralr Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019

[
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
FProvinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah  Provinsi Riau Nomor 4 tenlang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Provins: Riau
Tahun Anggaran 2022 [Lembaran Dacrah Provinsi Riau

Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TDAERAH PROVINSI
RIAU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerinrtah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Dewan Perwakilan Rakyvar Daerah yvang selanjuinyva disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyalt Daerah Provinsi Riau.

5. Aparatur Sipil Negara vang sclanjutnva disingkat ASN adalah Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta

ditetapkan dengan peraruran daerah,

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.781,846.387.857 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 8.606.846.387.857
2. Belanja Dacrah Rp. 8.656.846.387.857
3. Pembiavaan Daerah Rp. 0
a. Penerimaan Pembiavaan Rp. 125.000.000.000

b. Pengeluaran Pembiayvaan Rp. 125.000.000,000
Pembiayaan Netto Fp. 0

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran

i

Tahun Berkenaan Rp.

TOTAL APBD H.781.846.387.857

Pasal 3
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:
1. Lampiranl Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayvaan;
2. Lampiran Il  Penjubaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objck
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran lIl  Dafrar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

_(_LJ

Besaran Hibah;

4, Lampiran ]V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

3. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

6. Lampiran VI Dafrtar Nama Penenma, Alamat Penerima, dan

Besaran belanja bagi hasil.
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Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran APBD vang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkal dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 5

Poraturan Gubernur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Provins: Riau.

Ditctapkan di Pekanbaru

Pada tangeal 30 Desember 2021

GUBERENUR RIAU,
ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekainbaru
pada Langgal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 60
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